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SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 58 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PELANGGARAN 
KEMAJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN DALAM RANGKA  

HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-76 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 
2020, dalam rangka Hari Kemerdekaan Rapublik Indonesia 
ke-76, Pemerintah Daerah memberikan penghapusan 
sanksi administrasi berupa Denda Pelanggaran Kemajuan 
Pelaksanaan Pembangunan di Lapangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang  Penghapusan Sanksi Administratif  Berupa Denda
Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan di
Lapangan Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia Ke-76;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

 
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 
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10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7
Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47
Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
Nomor 48);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017
Nomor 8);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019
Nomor 50);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan
Pelayanan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA  PELANGGARAN 
KEMAJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN 
DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK 
INDONESIA KE-76. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
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4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut
Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Surabaya.

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pemberian PBG yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan 
penghapusan sanksi administratif berupa denda 
pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di 
lapangan dalam rangka hari kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-76. 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan 
keringanan beban masyarakat di Kota Surabaya. 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghapusan sanksi 
administratif berupa denda pelanggaran kemajuan 
pelaksanaan pembangunan di lapangan dalam rangka hari 
kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap 
pengajuan PBG sampai dengan 31 Agustus 2021. 

Pasal 5 

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, 
mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 
penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 kepada Walikota Surabaya. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 58 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


